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 Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga negara independen di 
Indonesia yang telah menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility). Salah 
satu kegiatan CSR yang digagas oleh Bank Indonesia terimplementasi pada 
program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM (Kelompok 
Swadaya Masyarakat) di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Pada 
dasarnya implementasi program tersebut mempunyai tujuan yang sangat baik 
yaitu untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro di Indonesia yang selama ini 
masih belum terselesaikan yaitu kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam 
praktik dan implementasinya program tersebut masih memiliki berbagai kendala 
dan hambatan salah satunya yaitu stagnan dana. Maka dari itu diperlukan suatu 
analisis kritis pada pola komunikasi pihak stakeholder yang terlibat dalam 
implementasi program tersebut dengan menggunakan teori tindakan rasionalitas 
komunikatif Jurgen Habermas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi evaluatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dibangun 
antara pihak Bank Indonesia dengan PKPU terkait penentuan program 
pemberdayaan tidak ada yang mendominasi. Walaupun pihak Bank Indonesia 
selaku pemberi dana CSR pada program tersebut, namun decision maker atau 
pembuat keputusan tetap berdasarkan pada persetujuan bersama. Penetapan 
program tersebut juga menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku lembaga 
negara independen telah melaksanakan konsep Good Corporate Governance. Hal 
ini berbeda terbalik dengan pola komunikasi antara pihak PKPU dengan anggota 
KSM, tidak adanya keterlibatan dan partisipasi anggota KSM dalam penentuan 
cicilan kredit di ranah ruang publik (public sphere) menyebabkan munculnya 
kredit macet. Maka dari itu diperlukan keterlibatan ataupun partisipasi anggota 
KSM melalui komunikasi dua arah yang reguler antara pihak BI, PKPU dan 
anggota KSM dalam penentuan cicilan kredit sebagai bentuk evaluasi program. 
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 BI is one of Indonesian's independent state institutions that has 
implemented CSR ( Corporate Social Responsibility ). One of the CSR activity by 
BI is implemented the empowerment of small and micro enterprises based KSM 
in Surabaya. The implementation of the program has a very good purpose for 
problems solving macro economy in Indonesian, which are poverty and 
unemployment . However, in practice and implementation of the program still has 
many obstacles and barriers, one of them is stagnant funding. Therefore we need a 
critical analysis of the communication patterns of the stakeholders by using the 
theory of Jurgen Habermas's communicative rationality action . The method used 
in this study was qualitative method by using the approach of evaluative studies. 
 The results showed that the patterns of communication established 
between the Indonesian Bank with PKPU about determination of empowerment 
nothing dominates . Although the Indonesian of Bank as the CSR funding to the 
program, but the decision maker remain based on mutual consensus. 
Determination of the program also showed that BI as an independent institutions 
has implemented the concept of good corporate governance. This is in contrast 
with the pattern reversed between the parties PKPU communication with KSM 
members, the lack of involvement and participation of KSM members in the 
determination of loan repayments in public sphere led to the emergence of bad 
loans. Therefore, this program need participation of KSM members through 
regular two way communication between the BI, PKPU and KSM members in 
determining the loan repayments as evaluation program. 
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1. Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Berbasis 
KSM di Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya: Sebuah Kasus Kredit Macet 
Atas Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Berbasis 
KSM di Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya 
 
Secara garis besar, jurnal ilmiah ini mengupas mengenai implementasi 
program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM yang merupakan 
bagian dari kegiatan CSR Bank Indonesia Surabaya. Sebelum tahun 1990 Negara 
Indonesia dibangun hanya atas dasar pertumbuhan perekonomian perusahaan 
yang merugikan masyarakat, karena budaya perusahaan didominasi cara berpikir 
dan perilaku ekonomi yang bersifat profit-oriented
1
 semata. Hubungan 
perusahaan dengan masyarakat tidak harmonis dan diwarnai berbagai konflik serta 
ketegangan, berbagai tuntutan seperti ganti- rugi atas kerusakan lingkungan, para 
pekerja (employment), pembagian keuntungan seringkali memperoleh solusi yang 
tidak memuaskan, namun sejak tahun 1990-an pola hubungan masyarakat dan 
perusahaan secara total berubah dengan munculnya konsep mengenai tanggung 
jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR (Corporate Social 
Responsibility).  Suharto, 2009, hlm.101) 
Konsep CSR saat ini berkembang pesat dan menguntungkan masyarakat, 
karena perusahaan tidak lagi berlindung di balik invisible rules (peraturan yang 
tidak tampak), munculnya kebijakan baru mengenai konsep CSR yang pro-
masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan di tengah Negara 
Indonesia saat ini. Pemerintah di Indonesia telah menetapkan dasar hukum 
mengenai implementasi CSR, salah satu di antaranya telah diatur dan 
                                                          
1
 Profit oriented adalah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan atau perusahaan yang 
hanya mengedepankan keuntungan semata tanpa memperdulikan aspek-aspek lingkungan dan 
sosial yang ada di sekitar perusahaan. 
 
 
diamanatkan dalam UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) No. 40 tahun 
2007 khususnya pasal 74 ayat 1 yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya berupa CSR (Corporate 
Social Responsibility), perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia 
yang telah menerapkan CSR. Menurut undang-undang no.23 tahun 1999 Bank 
Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali 
untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Dalam 
kapasitasnya sebagai bank sentral yang independen Bank Indonesia mempunyai 
satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk 
mencapai tujuannya tersebut, Bank Indonesia yang pada dasarnya memiliki tiga 
pilar utama dalam menjalankan tugasnya yaitu: menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta 
mengatur dan mengawasi bank. Selain dituntut untuk dapat melaksanakan 
tanggung jawab atas tugas-tugas utamanya tersebut, Bank Indonesia juga dituntut 
untuk melaksanakan tanggung jawab etis dan sosial untuk tetap memiliki 
kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) dan masyarakat sebagai wujud CSR. 
Anonymous,2010.http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/BI_+Publik/BI+Peduli/
Program+BI+Peduli/ Diakses pada tanggal 25 April 2013 pukul 06.15) 
 
 
Kegiatan CSR Bank Indonesia terimplementasi dalam program 
pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM (Kelompok Swadaya 
Masyarakat). Program ini bertujuan untuk  memberikan kesempatan bagi 
pengusaha kecil dan mikro mendapatkan modal. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
pengusaha kecil dan mikro termasuk dalam segmen pengusaha yang tidak 
bankable atau tidak dapat mengakses pinjaman modal dari bank, sehingga 
seringkali mereka mengeluhkan kurangnya modal bagi usaha mereka. 
 Bank Indonesia bersama dengan PKPU
2
 menjembatani dan memberikan 
solusi atas persoalan yang ada pada pengusaha kecil dan mikro dengan cara 
revolving  dana atau perguliran dana yang tidak memberikan jaminan serta suku 
bunga dalam kredit, program ini diharapkan mampu untuk mengatasi 
permasalahan kurangnya modal bagi pengusaha kecil dan mikro tersebut. Sasaran 
atau penerima dari program yang digagas oleh Bank Indonesia bersama PKPU ini 
adalah ibu-ibu yang memiliki usaha kecil serta tidak memiliki modal untuk 
keberlanjutan usaha yang mereka jalani. Tujuan sasaran dari program ini 
diberikan ibu-ibu adalah untuk kemandirian ekonomi para ibu rumah tangga, 
peningkatan pendapatan suatu keluarga serta untuk menyokong dan membantu 
perekonomian keluarga mereka. 
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 PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Lembaga Kemanusiaan Nasional merupakan lembaga yang 
berkhidmat untuk kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun 
kemandirian rakyat Indonesia, pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dengan dana halal dan legal, 
dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. (Retrieved http://www.pkpu.or.id/csr-
management/ Diakses pada tanggal 11 Desember 2013). Dapat disumpulkan bahwa PKPU ini 
suatu lembaga kemanusiaan yang bertugas untuk memberdayakan ekonomi kaum dhuafa baik dari 




 Para ibu-ibu anggota KSM penerima dana bergulir program tersebut 
sejatinya mengemban tugas penting dalam perekonomian. Usaha berskala mikro 
seperti mereka adalah safety belt bagi perekonomian nasional. Geliat usaha 
mereka menjadi salah satu obat dari dua penyakit ekonomi makro yang hingga 
kini belum terselesaikan, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam 
praktik dan implementasinya, dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh 
peneliti ternyata program tersebut masih belum memberikan hasil yang signifikan 
terhadap pemberdayaan kemandirian ekonomi para ibu-ibu rumah tangga. 
Hal tersebut terlihat dalam suatu kebijakan yang ada dalam program yaitu 
pada penentuan pengembalian atau cicilan per bulan anggota KSM yang 
didominasi dan diputuskan oleh pihak PKPU tanpa adanya keterlibatan atau 
partisipasi anggota KSM. Agar program pemberdayaan usaha kecil dan mikro 
berbasis KSM yang merupakan bagian dari CSR Bank Indonesia dapat 
terimplementasi dengan baik serta memberikan manfaat positif bagi anggota KSM 
dan memberikan dampak pada penekanan angka pengangguran maupun 
kemiskinan, maka diperlukan analisis kritis berbentuk evaluatif pada program 
tersebut. Fenomena sosial inilah yang menjadi dasar peneliti melakukan sebuah 
penelitian dan evaluasi kebijakan program yang akan dikaji dan dianalisis 
menggunakan sudut pandang sosiologis dengan menggunakan analisis kritis 
Jurgen Habermas. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi pihak stakeholder dalam 
upaya membangun good corporate governance atas penentuan cicilan kredit 
 
 
anggota KSM pada program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM 
di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Melalui jurnal ilmiah ini 
diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Secara 
akademis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan 
CSR (Corporate Social Responsibility), kemudian sebagai wawasan dan 
pengetahuan aplikatif yang didapat mahasiswa secara langsung selama penelitian 
di lapangan yang selama ini hanya didapat melalui teori-teori di bangku 
perkuliahan. Secara praktis diharapkan mampu sebagai bahan pembelajaran dan 
pengetahuan dalam teori tindakan rasionalitas komunikatif, dalam hal ini melihat 
tindakan rasionalitas komunikatif pihak stakeholder dalam upaya membangun 
good corporate governance atas kebijakan cicilan kredit pada program 
pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM di Surabaya serta sebagai 
bahan pembelajaran dalam mengevaluasi suatu  implementasi kebijakan suatu 
program dengan menggunakan analisis kritis sosiologi ekonomi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan pendekatan studi evaluatif. Pendekatan studi evaluatif adalah studi yang 
dilakukan untuk mengevaluasi implementasi dari suatu kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga resmi dengan maksud untuk 
meningkatkan kualitas program yang dievaluasi. Arikunto, 2010, hlm. 58). 
Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik purposive. 
Teknik Purposive merupakan teknik penentuan unsur dan jumlah informan yang 
 
 
dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu unsur dan jumlah informan 
sesuai dengan kriteria penelitian. Moleong, 2006, hlm,132.)  
Informan yang diteliti sebanyak 30 orang dengan karakteristik informan 
sebagai berikut: 1) Informan perwakilan dari pihak Bank Indonesia yang meliputi 
ketua pemberdayaan sektor Riil dan UMKM atau SRU dan ketua pelaksana 
program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM; 2) Informan 
perwakilan dari PKPU; 3) Informan dari pihak KSM sebagai penerima dana yang 
meliputi ketua KSM dan anggota KSM. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 
analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B.Miles & A. Michael Huberman, 
teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Huberman, 1992, Hlm,16.) 
Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
triangulasi. Triangulasi yang digunakan untuk pengujian keabsahan data dalam 
penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk pengujian 
keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber atau 
informan yang sama dengan teknik yang berbeda. Sugiyono, 2010, hlm. 127) 
 
2.  Temuan Lapang 
 Melalui penelitian tentang pola komunikasi implementasi CSR Bank 
Indonesia (Studi Evaluatif Implementasi CSR Bank Indonesia Surabaya dalam  
Tinjauan Rasionalitas Komunikatif Sebagai Upaya Mewujudkan Good Corporate 
Governance pada Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Berbasis KSM 
di Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya), memuat temuan lapangan sebagai berikut: 
 Pola komunikasi yang dibangun antara pihak Bank Indonesia dengan 
 
 
PKPU terkait penentuan program pemberdayaan terlihat pada para 
partisipan komunikasi yang dapat menyatakan pendapatnya dengan bebas 
dan tanpa paksaan atau dominasi sepihak. Tidak terlepas pada perihal pola 
komunikasi terkait penentuan program di mana para partisipan komunikasi 
diberi kebebasan mengeluarkan argumennya, keputusan akhir yang 
ditetapkan terkait penetapan program pemberdayaan tersebut juga tidak 
ada yang mendominasi. Hal ini terlihat pada keputusan akhir penetapan 
program pemberdayaan yaitu atas usulan dari PKPU bahwa pemberian 
dana sebagai modal usaha diberikan melalui dana bergulir (revolving) dan 
sasaran program diberikan kepada ibu-ibu atas usulan dari pihak Bank 
Indonesia. Walaupun pihak Bank Indonesia selaku pemberi dana CSR 
pada program tersebut, namun decision maker atau pembuat keputusan 
tetap berdasarkan pada persetujuan bersama baik dari pihak Bank 
Indonesia maupun PKPU. 
kesepakatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan bersama. 
 Implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis 
KSM sebagai bagian dari kegiatan CSR Bank Indonesia merupakan upaya 
perwujudan konkret atas konsep Good Corporate Governance yang telah 
memenuhi beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya yaitu dari segi 
Transparancy (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility 




  Pola komunikasi yang terbangun antara pihak PKPU dengan anggota 
KSM dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 
bahwa keputusan penentuan cicilan kredit oleh PKPU terhadap anggota 
KSM menurut tinjauan analisis kritis teori tindakan rasionalitas 
komunikatif tidak dapat dikatakan sebagai sebuah konsensus atau 
kesepakatan bersama. Hal ini terjadi karena tidak adanya sebuah pola 
komunikasi, musyawarah, ataupun diskusi antara pihak PKPU selaku 
lembaga kemanusiaan nasional yang berperan aktif mengawasi dan 
mengontrol program pemberdayaan di lapangan dengan anggota KSM 
sebagai obyek penerima dana dari program tersebut. Akibatnya keputusan 
akan penentuan cicilan kredit anggota KSM tersebut menjadi  sebuah 
keputusan sepihak atau dominasi sepihak. 
 Pada akhirnya implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro 
berbasis KSM menunjukkan bahwa implementasi program tersebut masih 
memiliki berbagai kendala dan hambatan, kendala ataupun hambatan 
tersebut adalah: anggota KSM merasa kesulitan membayar cicilan kredit, 
sulitnya mempertemukan anggota KSM, kredit macet atau stagnan dana. 
 
3. Partisipasi Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Membangun Sebuah Konsensus 
 
 
Kegiatan CSR Bank Indonesia dilakukan melalui pendekatan 
pemberdayaan atau empowerment. Pendekatan pemberdayaan merupakan suatu 
kegiatan penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan 
 
 
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan masa depannya 
sendiri, berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Ife,  2008, 
hlm, 510). Pemberdayaan juga menjadi sebuah alat yang berguna untuk membantu 
sasaran dalam memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan 
tindakan yang akan dilakukan terkait dengan usaha untuk mengurangi hambatan 
pribadi maupun sosial masyarakat. 
Dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian 
terpenting dalam pencapaian tujuan suatu pemberdayaan. Hal ini bertujuan agar 
masyarakat selaku penerima dana, tidak hanya diposisikan sebagai obyek 
pemberdayaan namun masyarakat diposisikan sebagai subyek dan dilibatkan 
dalam setiap proses perencanaan dalam program pemberdayaan tersebut. Pada 
praktik dan implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis 
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang merupakan bagian dari kegiatan 
CSR Bank Indonesia, partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam metode-
metode yang diterapkan pada program tersebut tidak dilibatkan khususnya pada 
tataran penentuan cicilan kredit anggota KSM yang ditentukan oleh fasilitator 
PKPU. Hal ini berdampak pada munculnya beberapa hambatan dan kendala pada 
waktu program tersebut teralisasi, kendala dan hambatan itu muncul berupa 
rendahnya tingkat pendapatan anggota KSM, banyaknya tanggungan keluarga 
yang harus dikeluarkan setiap bulannya oleh anggota KSM sehingga anggota 
KSM merasa kesulitan dalam membayar cicilan per bulan dan hal ini secara 
langsung berdampak pada kredit macet atau stagnan dana modal usaha yang 
diberikan oleh Bank Indonesia.  
 
 
Secara konseptual agar suatu pemberdayaan masyarakat dapat mencapai 
goal atau tujuannya, maka pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai 
berikut: 
Identifikasi masalah 
Masyarakat dengan para perencana atau pemegang otoritas kebijakan 
mengidentifikasi persoalan, potensi maupun hambatan dalam suatu diskusi 
kelompok. Pada tahap identifikasi masalah dalam realita implementasi program 
pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM adalah masyarakat khususnya 
anggota KSM seharusnya dilibatkan dalam pengidentifikasian berbagai masalah 
atau hambatan terkait stagnan dana atau kredit macet pada program tersebut 
melalui komunikasi dua arah yang reguler atau diskusi kelompok antara pihak BI, 
PKPU dengan anggota KSM. 
Proses perencanaan 
Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan 
berdasarkan pada hasil identifikasi. Pada tahap proses perencanaan dalam realita 
implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM adalah 
masyarakat seharusnya dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dalam 
program tersebut khususnya pada tataran penentuan cicilan kredit  anggota KSM. 
Pelaksanaan proyek 
Masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan proyek berdasarkan dengan hasil 
proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan 
proyek dalam realita implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro 
berbasis KSM adalah masyarakat khususnya anggota KSM seharusnya dilibatkan 
 
 
dalam pelaksanaan proyek berdasarkan hasil proses perencanaan melalui 
komunikasi dua arah yang reguler atau diskusi kelompok antara pihak BI, PKPU 
dengan anggota KSM. 
Evaluasi 
Masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil program yang telah terimplementasi, 
apakah implementasi program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat atau 
justru masyarakat dirugikan atas implementasi program tersebut. Pada tahap 
evaluasi ini dalam realita implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan 
mikro berbasis KSM, masyarakat khususnya anggota KSM seharusnya dilibatkan 
dalam evaluasi atas implementasi program tersebut melalui komunikasi dua arah 
yang reguler atau diskusi kelompok antara pihak BI, PKPU dengan anggota KSM. 
Mitigasi 
Kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi 
dampak negatif atas implementasi program. Pada tahap mitigasi dalam realita 
implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM adalah 
seharusnya ada keterlibatan masyarakat khususnya anggota KSM melalui 
komunikasi dua arah yang reguler atau diskusi kelompok tidak hanya berhenti 
terlibat pada tahap evaluasi, namun masyarakat juga harus terlibat pada tahap 
mitigasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur goal atau tujuan atas implementasi 
program serta untuk mengurangi beberapa hambatan atau kendala atas 






Tahap yang dilakukan agar implementasi suatu program pemberdayaan yang 
dilakukan dapat berkelanjutan atau sustainable. Pada tahap monitoring dalam 
realita implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM 
ini anggota KSM juga seharusnya terlibat dalam monitoring atas implementasi 
program tersebut di lapangan. Walaupun PKPU selaku lembaga kemanusiaan 
nasional yang berperan aktif dalam mengawasi dan memonitoring program 
tersebut di lapangan, jika tanpa adanya monitoring dari anggota KSM itu sendiri 
maka implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM 
tidak bersifat sustainable atau berkelanjutan. Alfitri, 2011, hlm, 26) 
Keterlibatan partisipasi anggota KSM, BI dan PKPU dalam setiap tahap 
konsep pemberdayaan melalui komunikasi dua arah yang reguler antara ke tiga 
pihak tersebut merupakan suatu bentuk konkret pihak stakeholder dapat 
menyatakan berbagai pendapat, argumen maupun usulannya terkait hambatan atau 
kendala atas implementasi program khususnya pada tataran penentuan cicilan 
kredit di ranah ruang publik atau public sphere. Menurut Jurgen Habermas public 
sphere atau ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus 
masyarakat sehingga masyarakat dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-
kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik 
bukan hanya sekedar fisik, namun yang dimaksud ruang publik adalah tempat 
individu-individu atau masyarakat yang saling berkomunikasi untuk menyatakan 
pendapat atau opini mereka. Hardiman, 2008, hlm, 133) 
 
 
Keterlibatan partisipasi anggota KSM melalui komunikasi dua arah yang 
reguler atau diskusi kelompok ini secara tidak langsung dapat membentuk suatu 
pola komunikasi yang terjalin antara pihak Bank Indonesia, PKPU dengan 
anggota KSM mengenai besarnya nominal cicilan kredit yang dapat mengarah 
pada sebuah tindakan rasionalitas komunikatif. Tindakan rasionalitas komunikatif 
menurut Jürgen Habermas adalah upaya menjalin komunikasi untuk mencapai 
tujuan yaitu konsensus atas sesuatu. Tindakan komunikatif dianggap rasional 
karena berusaha untuk mencapai tujuan konsensus. Dalam kehidupan bersama 
akan tercipta berbagai bentuk komunikasi, komunikasi yang tidak membentuk 
konsensus tidak dapat dinamakan sebagai tindakan komunikatif. Sementara 
konsensus dianggap rasional jika peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat 
dan sikap secara bebas dan tanpa paksaan atau dominasi sepihak. Ketika suatu 
konsensus didapat melalui paksaan atau dominasi sepihak, maka hal tersebut tidak 
dapat dikatakan rasional. Paksaan akan membuat keputusan sesungguhnya berada 
di tangan pihak tertentu dan tidak mengakomodir kepentingan bersama. Dengan 
demikian keputusan tidak dapat disebut sebagai konsensus.  
Dalam hal ini keterlibatan partisipasi masyarakat khususnya anggota KSM 
dalam sebuah diskusi kelompok atau komunikasi dua arah yang reguler 
merupakan sebuah formula yang sangat penting sebagai bentuk evaluasi program 
pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM pada tataran pola komunikasi 
antar pihak stakeholder sehingga keputusan yang dihasilkan mengenai penentuan 
cicilan kredit disetujui dan disepakati oleh seluruh pihak stakeholder yaitu pihak 
Bank Indonesia, PKPU maupun anggota KSM dan membentuk suatu konsensus 
 
 
yang bersifat intersubjektif. Apabila suatu komunikasi dua arah yang reguler 
antara pihak stakeholder sudah terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu 
bentuk rekomendasi program yang konkret sebagai bentuk dari evaluasi program 
pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM ini. Rekomendasi program 
program tersebut berupa tabel PEUMKM (Program Efisiensi Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah) sebagai formula untuk membangun persetujuan anggota KSM 
(Kelompok Swadaya Masyarakat). 
 
Tabel PEUMKM (Program Efisiensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 
Sebagai Formula Untuk Membangun Persetujuan Anggota KSM 
Tabel PEUMKM (Program Efisiensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 
merupakan sebuah bentuk evaluasi konkret pada program pemberdayaan usaha 
kecil dan mikro berbasis KSM di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan 
Surabaya. Fungsi dari tabel PEUMKM tersebut tidak lain adalah sebagai formula 
untuk membangun persetujuan anggota KSM dalam realita penentuan cicilan 
kredit yang selama ini ditentukan oleh PKPU.  Munculnya tabel PEUMKM 
tersebut tidak terlepas dari berbagai keinginan dan respon anggota KSM atas 
implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM. 
Berbagai respon dan keinginan anggota KSM terkait penentuan cicilan kredit 
tersebut menunjukkan bahwa anggota KSM merasa terbebani dengan cicilan 
kredit yang ditentukan oleh PKPU karena rendahnya pendapatan mereka dan 
banyaknya tanggungan keluarga atau kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan 
setiap bulannya. Berbagai respon dan keinginan anggota KSM tersebut 
merupakan suatu bentuk aliran argumentasi anggota KSM yang selama ini tidak 
 
 
teralisasikan ke dalam pola komunikasi antara pihak Bank Indonesia, PKPU dan 
anggota KSM. 
Tabel PEUMKM inilah kemudian sebagai bentuk formula untuk 
membangun persetujuan anggota KSM yang di dalamnya terdapat beberapa poin 
penting yaitu pendapatan, tanggungan keluarga dan kebutuhan pokok per bulan 
anggota KSM. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan yang ditentukan dalam 
implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM terkait 
penentuan cicilan kredit mempunyai kebijakan yang bersifat buttom up atau 
melibatkan masyarakat dalam setiap proses kebijakan yang akan diambil. Dengan 
demikian fungsi dari tabel PEUMKM tersebut adalah agar berbagai keinginan dan 
respon anggota KSM sebagai bentuk aliran argumentasi maupun usulan dapat 
teralisasikan menuju tindakan rasionalitas komunikatif dan membentuk sebuah 
konsensus yang bersifat intersubjektif sehingga anggota KSM merasa tidak lagi 
terbebani dengan penentuan cicilan kredit. 
Pembuatan tabel PEUMKM (Program Efisiensi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah) ini dilakukan dengan cara membuat data tabel PEUMKM terkait 
pendapatan debitur dengan kredit atau cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. 
Target dan tujuan dari pembuatan tabel PEUMKM ini adalah: 
1. Tabel PEUMKM dibuat untuk mengetahui pendapatan debitur, jumlah 
tanggungan keluarga yang harus dibiayai serta efesiensi kredit atau cicilan 
yang harus dibayarkan. 
2. Tabel PEUMKM dibuat untuk untuk mengetahui keseimbangan (balance) 
kredit yang harus dibayar setiap bulannya, sehingga dana CSR (Corporate 
 
 
Social Responsibility) yang digagas oleh Bank Indonesia dapat teralirkan 
ke berbagai pihak. 
Adapun manfaat tabel PEUMKM ini adalah: 
1. Menyeimbangkan pendapatan debitur dengan jangka waktu pengembalian 
atau cicilan. 
2. Menyeimbangkan tanggungan keluarga dengan jumlah (nominal) 
pengembalian atau cicilan per bulan. 
3. Menyeimbangkan jumlah (nominal) pembayaran dengan jangka waktu 
pembayaran. 
4. Bagi debitur yang mempunyai tangggungan keluarga sedikit sedangkan 
memiliki pendapatan banyak maka jumlah pengembalian atau cicilan 
(nominal) diperbesar dan jangka waktu pengembalian bisa dipercepat. 
Dengan demikian perguliran dana kredit dapat dialirkan kembali kepada 
anggota KSM lainnya. 
Metode Penetapan Indikator dalam Tabel PEUMKM Adalah: 
 Data Keluarga : Hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan adanya kendala yaitu sulitnya anggota KSM dalam 
membayar kredit atau cicilan per bulan sehingga berdampak pada stagnan 
dana atau tidak bertambahnya anggota dalam menerima manfaat dana 
CSR Bank Indonesia. Maka untuk meminimalisir kendala tersebut unit 
analisis pada kolom pertama dalam tabel PEUMKM adalah data keluarga 
karena dalam data keluarga ini mencakup tanggungan keluarga yang 
berdampak pada besarnya kebutuhan pokok per bulan. 
 
 
 Jenis Usaha : Unit analisis pada tabel kedua adalah jenis usaha, hal ini 
disebabkan karena jenis usaha yang dijalani oleh anggota KSM erat 
kaitannya dengan jumlah pendapatan yang nantinya akan diperoleh 
anggota KSM. 
 Ketepatan Sasaran Jenis Usaha: Ketepatan sasaran jenis usaha menjadi 
unit analisis pada tabel PEUMKM karena ketepatan jenis usaha ini akan 
berdampak secara langsung pada pendapatan yang akan diperoleh anggota 
KSM.  
 Kredit : Unit analisis selanjutnya pada tabel PEUMKM adalah kredit. 
Pada unit analisis kredit ini peneliti melakukan interview atau wawancara 
secara langsung kepada tiap anggota KSM terkait besarnya nominal kredit 
yang dipinjam oleh tiap anggota KSM tersebut. 
 Jangka Waktu: Jangka waktu kredit ini dijadikan unit analisis pada tabel 
PEUMKM dengan tujuan untuk mengetahui lamanya jangka waktu 
pengembalian atau cicilan per bulan yang dilakukan oleh anggota KSM. 
 Pengembalian: Unit analisis selanjutnya pada tabel PEUMKM adalah 
nominal pengembalian kredit atau cicilan per bulan oleh anggota KSM. 
 Pendapatan: Pendapatan merupakan salah satu aspek yang penting karena 
hal ini berkaitan dengan kemampuan anggota KSM dalam membayar 
cicilan kredit setiap bulannya maka dari itu unit analisis kolom selanjutnya 
pada tabel PEUMKM adalah pendapatan tiap anggota KSM. 
 Kebutuhan Pokok : Unit analisis yang paling penting di dalam tabel 
PEUMKM ini adalah kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok 
 
 
merupakan salah satu indikator untuk menghitung kemampuan anggota 
KSM dalam membayar cicilan kredit setiap bulannya. Kebutuhan pokok 
dalam tabel PEUMKM ini merupakan keseluruhan biaya hidup per bulan 
anggota KSM, baik mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi 
kebutuhan untuk makan, pembayaran listrik maupun biaya pendidikan 
anggota keluarga KSM. 
 Balance : Munculnya unit analisis balance pada tabel PEUMKM ini 
bertujuan untuk mengechek keseimbangan antara pendapatan, kebutuhan 
pokok dan pengembalian atau cicilan per bulan anggota KSM. 
 Efesiensi Pengembalian: Munculnya kolom efesiensi pengembalian 
sebagai unit analisis dalam tabel PEUMKM merupakan sebuah solusi 
yang diberikan oleh peneliti agar anggota KSM merasa tidak kesulitan 
dengan tanggungan pengembalian atau cicilan per bulan yang harus 
dibayarkan, namun jika anggota KSM yang mampu membayar lebih dari 
tanggungan, maka cicilan per bulan nominalnya diperbesar sehingga dana 
untuk program ini dapat teralirkan ke berbagai anggota KSM lainnya. 
Adapun rumus yang dipakai peneliti untuk menghitung efesiensi 





Gambar 1. Rumus Efesiensi Pengembalian 
 
 Pendapatan per bulan - Kebutuhan Pokok per bulan = 
Pendapatan Bersih (PB) 
 




Hasil dari rumus di atas, 50 % dari pendapatan bersih merupakan solusi 
yang sangat efesien agar anggota KSM dapat menggunakan sisa 50 % lainnya 
sebagai tabungan keluarga atau kebutuhan mendadak lainnya yang tak terduga. 
 Efesiensi Jangka Waktu: Unit analisis selanjutnya dalam tabel 
PEUMKM adalah efesiensi jangka waktu. Efesiensi jangka waktu ini 
sangat diperlukan sebagai unit analisis dalam tabel PEUMKM karena 
apabila efesiensi pengembalian nominalnya diperkecil maka efesiensi 
jangka waktunya makin lama, begitu juga sebaliknya jika efesiensi 
pengembalian nominalnya diperbesar maka efesiensi jangka waktunya 
semakin cepat. Adapun rumus yang digunakan peneliti dalam menghitung 






Gambar 2. Rumus Efesiensi Jangka Waktu 
 
Keterangan 
EP = Efesiensi Pengembalian per bulan 
EW = Efesiensi Jangka Waku per bulan 
Solusi Jangka Panjang : Unit analisis kolom  yang terakhir pada tabel 
PEUMKM adalah solusi  jangka panjang, solusi jangka panjang ini merupakan 
sebuah bentuk solusi terkait efesiensi pengembalian per bulan dan efesien jangka 
EP X EW (bulan) = Kredit 









 Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga negara independen di 
Indonesia yang telah menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility). Salah 
satu kegiatan CSR yang digagas oleh Bank Indonesia terimplementasi pada 
program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM (Kelompok 
Swadaya Masyarakat) di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Pada 
dasarnya implementasi program tersebut mempunyai tujuan yang sangat baik 
sebagai obat dari dua penyakit ekonomi makro di Indonesia yang selama ini masih 
belum terselesaikan yaitu kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam praktik 
dan implementasinya program tersebut masih memiliki berbagai kendala dan 
hambatan salah satunya yaitu kredit macet atau stagnan dana. Maka dari itu 
diperlukan suatu analisis kritis pada pola komunikasi pihak stakeholder yang 
terlibat dalam implementasi program tersebut dengan menggunakan teori tindakan 
rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas dan konsep Goood Corporate 
Governnace. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi evaluatif. 
 Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 
pola komunikasi yang terbangun antara pihak BI dengan PKPU terkait penentuan 
program pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa dalam pola komunikasi, 
para partisipan berusaha untuk menyampaikan berbagai usulannya sesuai dengan 
 
 
lebenswelt atau latar belakang pengetahuan para partisipan. Mereka membekali 
argumentasinya dengan berbagai alasan masing-masing sesuai dengan reproduksi 
kultural yang mereka miliki sehingga pada akhirnya terbentuklah suatu konsensus 
atau kesepakatan bersama terkait penentuan program pemberdayaan masyarakat. 
Pada proses pola komunikasi terkait penentuan program tersebut juga 
menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku lembaga negara independen telah 
melaksanakan konsep Good Corporate Governance baik mulai dari segi 
Transparancy (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility 
(tanggung jawab), Independency (kemandirian),  dan Fairness (Kesetaraan dan 
Kewajaran). 
Hal ini berbeda terbalik dengan pola komunikasi yang dibangun antara PKPU 
dengan anggota KSM pada implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan 
mikro berbasis KSM terkait penentuan cicilan kredit per bulan. Hasil dari 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tidak adanya pola 
komunikasi yang dibangun antara PKPU dengan anggota KSM, karena penentuan 
cicilan kredit sepenuhnya ditentukan oleh PKPU berdasarkan jumlah pinjaman 
dan jangka waktu pengembalian. Hal ini menyebabkan munculnya hambatan 
dalam implementasi program tersebut yaitu kredit macet. 
 Agar program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM dapat 
dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan 
anggota KSM maka diperlukan suatu pola komunikasi dua arah yang reguler 
antara pihak Bank Indonesia, PKPU dan anggota KSM di ranah public sphere. 
Hal ini bertujuan agar berbagai respon, keinginan, maupun opini anggota KSM 
 
 
yang merupakan bentuk aliran argumentasi mereka dapat teralisasikan ke dalam 
pola komunikasi dua arah tersebut dan diharapkan mampu mencapai suatu 
tindakan rasionalitas komunikatif sehingga dapat mencapai konsensus atau 
kesepakatan bersama. 
 Ketika pola komunikasi antara pihak stakeholder sudah terbentuk melalui 
komunikasi dua arah yang reguler, maka diperlukan bentuk rekomendasi yang 
konkret berupa tabel PEUMKM (Program Efiensi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah). Tabel PEUMKM ini berfungsi sebagai formula untuk membangun 
persetujuan anggota KSM terkait penentuan cicilan kredit, karena di dalam tabel 
tersebut terdapat pendapatan, besarnya kredit, tanggungan keluarga serta 
kebutuhan pokok keluarga setiap bulannya. Rekomendasi program berbentuk 
tabel PEUMKM ini bertujuan untuk menyesuaikan kredit dengan kebutuhan 
pokok keluarga setiap bulannya sehingga cicilan kredit tidak memberatkan 
anggota KSM dan program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM 
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